
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

PERATURAN	 DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR: D1 TAHUN 2006 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2006 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUPATI LAMPUNG TIMUR, 

Menimbang a. bahwa sesuai cJengan Arah Kebijakan Umum APBD serta 
""I", Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati bersama 

• i .!.. antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten l.arr.punq 
Timur, perlu	 menyusun Anggaran Pendapatan dan Betanja 
Daerah Tahun Anggaran 2006; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 8elanja 
Daerah Tahun ,A,nggaran 2006. 

Mengingat 1.	 Undanq-undanq l\Jomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 (t.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara l\lomor 62, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3569); 

2.	 Undanq-undanq Nemor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 l\lomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nornor 
4048); 

3.	 Undanq-undanq, Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Nega'ra Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3688); 

4.	 Undang-undang Nor'f;tor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan 
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3825); 

5.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Nogara Yanq Borsih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan l.ernbaran Negara Nomer 3851); 



6.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang S:stem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

7.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

8.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

9.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran ~Iegara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

10.	 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Ne!~ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2003 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200'j Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4022); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tarnbahar 
Lembaran Negara Nomor 4027); 

14.	 Peraturan Pemerintah Nemer 109 Tahun 2000 tentanc 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera'" 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21::: 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2001 tentang Pa~a~ 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Gi 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4138): 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retricus 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139): 

17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neqara Republrk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan t.embaran 
Negara Nomor 4578); 

18.	 Keputusan Mentert" Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaar: Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah 
Otonom (Lomba ran Daerah Kabupaten Lampunq Timur Tahun 
2000 Nomor 38); 


